
BUPATI LAMPUNG UTARA 

PROVINS! LAMPUNG 
PERATURAN B.UPATI LAMPUNG UTARA 

NOMOR ~0 TAHUN 2022 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA 
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN 

PEJABAT NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI _LAMPUNG UTARA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuari. Pasal 17 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang 
Pemberian Tunja ngan Hari Raya dan Gaji Ke tiga Belas 
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pens iun dan 
Penerima Tunjangan Ta hun Anggaran 2022; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarka n pertimbangan sebagaimana d imak;ud 
huruf a ma ka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksa naan Pemberian Tunjangan Hari 
Raya dan Gaji Ketiga Bela s kepada Aparatur Sipil Negara 
d a n Pejabat Negara yang bersumber da ri Anggaran 
Pendapatan d a n Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara 
Tahun Anggaran 2022. . 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Unda ng- Unda ng Dasa r Negara Republik 
Indonesia Ta hun 1945; 

2. Unda ng-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tenta ng Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembara n 
Negara Republik Indonesia Ta hun 1956 Nomor 55) da n 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam 
Lingkungan Oaerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 . Nomor 73, Ta mba ha n Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 1821); 

3 . Undang-Unda ng Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintaha n Oaera h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta hun 2014 Nomor 244, Tamba han Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) s ebagaimana 
telah diubah · beberapa kali terakhir dengan Undahg­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta hun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemba ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan 
Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 
5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Lampung Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 
Nomor 5); 

· 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Lampung Utara 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Lampung Utara 
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 7). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN TUNJANGAN HARi RA YA DAN GAJI KETIGA 
BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT 
NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA 
TAHUN ANGGARAN 2022. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai 
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah 
Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 
tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban 
untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %. 

\_) 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut 
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 
rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

5. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara. 

7. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri. 
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
bendahara umum daerah. 

9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang digunakan tintuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas 
Beban pengeluaran DPA-SKPD. 

U 10. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS 
adalah dokumen' yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA­
SKPD kepada pihak ketiga. 

11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD. 

BAB II 

PEMBERIAN TliNJANGAN HARi RA YA DAN GAJI KETIGA BELAS ,, 

Pasal 2 

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara memberikan Tunjangan 
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada ASN dan Pejabat 
Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan 
kemampuan keuangan daerah. 
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(2) ASN dan Pejabat Negara yang bertugas pada lnstansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. PNS dan Calon PNS; 
b. PPPK; 
c. Bupati / Wakil Bupati; 
d. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(3) PNS dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk : 
a. PNS penerima uang tunggu; dan 
b. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan. 

Pasal3 

Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2022 tidak diberlkan 
kepada: 

a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan 
b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam 

maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat 
penugasan. 

Pasal4 

(1) Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Calon PNS, PPPK, 
dan Pejabat Negara terdiri darl: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga, 
c. tunjangan pangan dalam bentuk uang, 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan 
e. tambahan pengtiasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen). 

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi 
Calon PNS, paling banyak meliputi: 
a. 80% (delapan puluh persen) darl gaji pokok PNS; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan dalam bentuk uang, 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan 

U e. tambahan pengh,asilan paling banyak 50 % (lima puluh persen). 

(3) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang dan 
tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam 
bentuk uang dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji. 

(4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) huruf 
d terdiri dari: i · 
a. tunjangan jabatEi:n · struktural; atau 
b. tunjangan jabatan fungsional. 

1, 
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Pasal5 

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat 
(2) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, 
tunjangan pengelolaan arsip statis, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, 
tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan 
dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, 
insentif khusus, tunjahgan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar 
negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau 
tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan 
peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain di luar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4. 

Pasal 6 

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, di bayarkan 
paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. 

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. 

(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya 
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 untuk 1 (satu) bulan yang 
didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan April 
2022. 

Pasal 7 

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling 
cepat pada bulan Juli 2022. 

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 
dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli 
2022. 

(3) Gaji Ketiga Belas ~ebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sesuai 
dengan ketentuan ·· sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk 1 (satu) 
bulan yang didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada 
bulan Juni 2022. i?'' 

Pasal8 

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah potongan lain selain potongan 
pajak penghasilan. 

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak 
penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
ditanggung pemerintah. 

,., 
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BAB III 

PEMBAYARAN TUNJANGAN HAR! RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 

Pasal9 

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Gaji dibebankan pada 
APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 pada Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Tahun Anggaran 2022 masing-masing Satuan Kerja Perangkat 
Daerah. 

Pasal 10 

(1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM-LS Gaji Tunjangan Hari 
Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
melalui Bidang Perbendaharaan BPKA Kabupaten Lampung Utara. 

(2) SPM-LS Gaji Gaji Tunja ngan Ha ri Raya dan Gaji Ketiga Belas dibuat 
te rsendiri dan terpisah dari SPM-LS gaji bula nan. 

Pasal 11 

Proses pengajuan SPP, SPM dan Penerbitan SP2D serta pertanggungjawaban 
Anggaran Pembayaran Tunjangan Ha ri Raya dan Gaji Ketiga Belas berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABIV 

PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga l diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Lampung 
Uta ra. 

Ditetapkan d i Kotabumi 
pada tanggal / 7 Aft.I'- 2022 

Diurldangkan di Kotabumi 
pada tanggal / $"" A-f>£,/ L. 2022 

SEK TARIS DAERAH 
KABUPA EN LAMPUNG UTARA, 

KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2022 NOMOR ~ 


